1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertangggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah
melakukan tindak pidana. Asas kesalahan menyatakan dengan tegas : tidak
dipidana jika tidak ada kesalahan (Green Sraf Zonder Schuld) merupakan dasar
dari pada dipidananya si pembuat. Walaupun azas ini tidak secara tegas tercantum
dalam KUHP maupun peraturan lainnya, namun berlakunya azas ini sudah tidak

diragukan lagi.

Hal ini sgaan dengan perkembangan ilmu hukum pidanaitu sendiri, yang semula
menitikberatkan pada perbuatan (Daadstrafrecht) kemudian berkembang ke arah
hukum pidana yang menitikberatkan pada orang yang melakukan tindak pidana
(Daderstrafrecht), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari daadstrafrecht.
Dengan demikian hukum pidana yang ada dapat disebut sebagai Dual-
daderstrafrecht, yaitu hukum pidana yang berpijak pada perbuatan maupun

orangnya” ( Tri Andrisman, 2009 : 91).

Pada bukunya, Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad (1983 : 40) menuliskan
bahwa hukum pidana dikenal pula Doktrin Mens-Rea. Doktrin ini berasal dari

asas dalam hukum Pidana inggris, Actus Reus, yang lengkapnya berbunyi : Actus
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non facit reum, nisi mens sit rea. Artinya, bahwa “sesuatu perbuatan tidak dapat
membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat”. Dari
kalimat itu dapat dismpulkan bahwa dalam suatu tindak pidana yang menjadi

suatu permasalahan penting untuk diperhatikan dan dibuktikan adalah:

1. Adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak ( actusreus) ;

2. Kondisi jiwa, itikad jahat yang melandasi perbuatan itu (Mens-Rea).

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa dalam Doktrin Mens-Rea ini adanya unsur
subyektif (yang mengacu pada pelaku) adalah mutlak bagi pertanggungjawaban
pidana. Mens-Rea merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis

tindak pidana (Mustafa abdullah dan Ruben Achmad, 1983 : 40).

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan
bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Kesalahan
ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya

dipandang sekedar unsur dalam tindak pidana.

Hal dipidana atau tidaknya s pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada
perbuatan atau tidak, melainkan pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena
tidak melakukan tindak pidana adalah asas legaliteit, yaitu asas yang menentukan
bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dengan pidana barangsiapa yang
melakukannya, sedangkan dasar daripada dipidananya s pembuat adalah asas

“tiada pidana tanpa kesalahan”.
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Seseorang tidak mungkin dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana.
Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat
dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana menjurus
kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan
memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Pada
umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab dapat dilihat dari

beberapa hal yaitu:

1. Keadaan Jiwanya
a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (idiot, gila, dan sebagainya);
c. Tidak terganggu karena terkgut (Hipnotis, amarah yang meluap dan
sebagainya).
2. Kemampuan Jiwanya
a. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya;
b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah
dilaksanakan atau tidak;

c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan,
KUHP hanya merumuskan secara negatif  yaitu mempersyaratkan kapan
seseorang dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang

dilakukan.
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Ketentuan Pasal 44 ayat (1) seseorang tidak dapat  dimintai

pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan karena dua alasan yaitu:

1. Jiwanya cacat dalam pertumbuhan;

2. Jiwanyaterganggu karena penyakit.

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu
untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggungjawaban
harus dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan
bertanggungjawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, Untuk
dapat dipidanakan pelaku, disyaratkan bahwatindak pidana yang dilakukannya itu

memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelaaian.
Maka dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian
pertanggungjawaban pidana yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko

dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan Undang-Undang.

B. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan masyarakat yang sudah maju dimana surat, uang logam,
merk atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan
di dalam masyarakat. Tindak pidana mengenai pemalsuan adalah berupa
kegjahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau
palsu atas sesuatu yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah — olah benar

adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
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Ketidakbenaran dari sesuatu tersebut menyebabkan banyaknya masyarakat yang
tidak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu hal ini dikarenakan
s pelaku menggunakan banyak cara yang menyebabkan masyarakat terjebak
dalam kondis tersebut. Ketidakbenaran atau pemerkosaan terhadap kebenaran
tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Pemalsuan intelektuil dapat terdiri atas pernyataan atau pemberitahuan yang
diletakkan dalam suatu tulisan atau surat, pernyataan atau pemberitahuan mana
sgjak semula adalah tidak benar dengan perkataan lain orang yang memberikan
pernyataan atau pemberitahuan itu mengetahui atau memahami, bahwa hal itu
tidak benar atau tidak sesuai dengan kebenaran, hingga tulisan atau surat itu

mempunyai is tidak benar.

2. Pemalsuan materiil :

a. Perbuatan mengubah sesuatu benda, tanda, merk mata uang, tulisan / huruf
yang semula asli dan benar sedemikian rupa hingga benda, tanda, merk,
mata uang, tulisan / surat itu menunjukkan atau menyatakan sesuatu hal
yang lain dari pada yang aslinya. Benda, tanda, merk, mata uang, tulisan /
surat itu telah secara materiil dipalsukan, tetapi karenanya isinya juga

menjadi palsu atau tidak benar.

b. Perbuatan membuat benda, tanda, merk, mata uang atau tulisan / surat sgjak
semula sedemikian rupa, hingga mirip dengan yang adlinya atau yang

benarnya, tetapi bukan yang adli.
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Dari pengertian tindak pidana pemalsuan ini dapat ditarik 6 objek dari tindak
pidana pemalsuan seperti yang terdapat dalam Kitab Undang — Undang Hukum
Pidana yang antaralain adalah :

1. Keterangan diatas sumpah;

2. Mata uang;

3. Uang kertas,

4. Materai;

5. Merk;

6. Surat.

Perbuatan tersebut di atas, meskipun dapat digolongkan di dalam pemalsuan
secara materiil, tetapi berhubung karenanya juga isinya menjadi palsu atau tidak
benar, maka sekaligus terjadi pemalsuan materiil dan pemalsuan intelektuil.
Pemal suan intelektuil yang murni hanya dapat terjadi apabila suatu data / tulisan /
surat merupakan data / tulisan / surat sendiri yang keseluruhannya asli, tidak
diubah, tetapi pernyataan yang termuat didalamnya adalah tidak adli atau tidak
benar. Tindak pidana pemalsuan surat daam KUHP diatur dalam buku Il XII,

Pasal 263 Ayat (1) dan (2)

Ketentuan Pasal 263 KUHP menyatakan :

(1)Barangsigpa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk
memakal atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah
isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara
paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai
surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sgati, jika pemakaian surat

itu dapat menimbulkan kerugian.
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C. Dasar Pertimbangan Hakim

Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim harus bertanya kepada diri sendiri, jujurlah
ia dalam mengambil putusan ini, atau sudah tepatkah putusan yang diambilnya
itu, akan dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau adilkah putusan ini atau
seberapa jauh manfaat dari putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim bagi para

pihak dalam perkara atau bagi para masyarakat pada umumnya.

Pada bukunya, Ahmad Rifai ( 2011 :105 ) menuliskan bahwa menurut Mackenzie
ada beberapa teori pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam
mempetimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara.

Teori pendekatan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan

Y ang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-
syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang
tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya
keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan
terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak
tergugat.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi suatu kewenangan dari hakim.
Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan
keadaan dan hukuman yang waar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam
perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu
penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa atau Penuntut

Umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam
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penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuis daripada
pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus
dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya
dengan putusan terdahulu dalam rangka menjmin konsistensi dari putusan hakim.
Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus
suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink
semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga
wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus
diputuskannya.

Hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, bak itu ilmu
pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehungga putusan yang
dijatuhkannya dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam
ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan
diputuskan oleh hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam
menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan
pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana
dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana, yang berkaitan
dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan
dalam putusan perkara perdata yanng berkaitan pula dengan pihak-pihak yang

berperkara dan juga bermasyarakat.
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5. Teori Ratio Decidendi

Selain itu, dalam teori penjatuhan pidana di atas, dikenal pula suatu teori yang
disebut dengn teori ratio decidendi. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat
yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan
pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari Peraturan Perundang-
Undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar
hukum dalam penjatuhan putusan, serta petimbangan hakim harus didasarkan
pada motivas yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan
bagi para pihak yang berperkara. Landasan filsafat merupakan bagian dari
pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu
biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri
hakim tersebut.

6. Teori Kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini
berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini
menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua, ikut
bertanggung jawab untuk membimbing, memina, mendidik, dan melindungi anak,
agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan

bagi bangsanya.

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, sebagai
upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, yang kedua,
sebaga upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana,

yang ketiga, untuk memupuk solidaritas antara kel uarga dengan masyarakat dalam
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rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan yang

keempat, sebagai pencegahan umum dan khusus.

Seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (Criminal Liability)
dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila
tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak disengaja atau
bukan karena kelalaiannya. Pemidanaan adalah suatu proses. Sebelum proses itu
berjalan, peranan hakim penting sekali. Hakim mengkonkretkan sanks pidana
yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa

dalam kasus tertentu.

Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan
menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak
boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga
diatur dalam berbagal peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: Kekuasaan
Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Ha di atas ditegaskan kembali dalam pengertian kekuasaan kehakiman yang
disebutkan dalam Pasa 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa K ekuasaan Kehakiman adalah
Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara

Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan ha tersebut hakim dalam memeriksa seseorang yang didakwa
melakukan tindak pidana pada proses persidangan harus memerhatikan hal-hal
seperti yang tercantum di dalam Pasal 3-10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2000.

Pasa 3-10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

K ehakiman sebagai berikut :

Pasal 3 menentukan:

(1) Daam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib
menjaga kemandirian peradilan,

(2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar
kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 4 menentukan:

(1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

(2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,

cepat, dan biaya ringan.
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Pasal 5 menentukan:

(1) Hakim dan hakim konstituss wajib menggali, mengikuti, dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang
tidak tercela, jujur, adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum.

(3) Hakim dan hakim konstitusi wajib mentaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim.

Pasal 6 menentukan:

(1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-
undang menentukan lain.

(2) Tidak seorang pundapat dijstuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena
aat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan
bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas

perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7 menentukan:
Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan
penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 8 menentukan:

(1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan
di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan

hukum tetap.
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(2) Daam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 9 menentukan:

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengena orangnya atau
hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

(2) Pgabat yang dengan sengagja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Ketentuan mengenal tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitas, dan

pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 10 menentukan:

(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus
suatu perkara yang digukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menuntut usaha

penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Undang-Undang memberikan syarat-syarat kepada hakim dalam menjatuhkan
pidana bagi seseorang. Syarat-Syarat tersebut adal ah:

a) Karenapembuktian yang sah menurut undang-undang;

b) Untuk dikatakan terbukti dengan sah sekurang-kurangnya harus ada dua alat
bukti yang sah (Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP));

c) Adanyakeyakinan hakim;

d) Orang yang melakukan tindak pidana (pelaku) dianggap dapat
bertanggungjawab;
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e) Adanyakesalahan melakukan tindak pidana yang didakwakan atas diri pelaku
tindak pidana tersebut.

Alat bukti yang sah di dalam Pasal 184 angka 1 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;

2. Keterangan ahli;

3. Surdt;

4. Petunjuk;

5. keterangan terdakwa.

Pasa 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa dalam memeriksa dan memutus
perkara, Hakim bertanggung jawab atas penerapan dan putusan yang dibuatnya.
Penetapan dan putusan tersebut harus memuat pertimbangan hakim yang

didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Adanya Undang-Undang No0.48 Tahun 2009, maka kebebasan hakim semakin
besar, dimana hakim selan mempunyai kebebasan daam menentukan jenis
pidana (strafsoort), ukuran pidana atau berat ringannya pidana (strafmaat) dan
cara pelaksanaan pidana (straf modus atau straf modalitet), juga mempunyai
kebebasan untuk menemukan hukum (rechtsvinding) terhadap peristiwa yang
tidak diatur dalam undang-undang, atau dengan kata lain hakim tidak hanya
menetapkan tentang hukumnya, tetapi hakim juga dapat menemukan hukum dan

akhirnya menetapkannya sebagai keputusan.



